SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 266 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 168 TAHUN 2019 TENTANG PETA JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 168
Tahun 2019 tentang Peta Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terdapat beberapa
ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan
organisasi maka perlu mengubah Peraturan Bupati
Tanah Laut Nomor 168 Tahun 2019 tentang Peta
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut;

b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut
dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut serta penambahan
jabatan fungsional Penata Laksana Barang pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan
perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor
168 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

C. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor: B/1328/M.SM.04.00/2020
tanggal 18 Desember 2020 Perihal Persetujuan
Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan
disposisi persetujuan Bupati Tanah Laut atas Telaahan
Staf Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor: 061/143/Org tanggal
21 Desember 2020 Perihal Permohonan Revisi
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 168 Tahun 2019



Mengingat

1.

tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 168
Tahun 2019 tentang Peta Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran



Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
483);



Menetapkan

(1)

(2)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 568);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.06/2019
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata
Laksana Barang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 498);

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun
2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan
Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1109);

Peraturan Daerah Kebupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 168 TAHUN 2019

TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH

KABUPATEN TANAH LAUT.

Pasal l

Melakukan perubahan nomenklatur dan penambahan jabatan fungsional
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 168 Tahun 2019 tentang
Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 168).

Perubahan Nomenklatur jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



(3)

(4)

Penambahan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
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00.

Sekretariat Daerah;

Sekretariat DPRD;

Inspektorat;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,;
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Badan Pendapatan Daerah;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan;
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan
Hidup;

Dinas Sosial;

Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;

Dinas Pariwisata;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan;

Dinas Perhubungan;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
Kecamatan Pelaihari;

Kecamatan Bati-Bati;

Kecamatan Takisung;

Kecamatan Batu Ampar;

Kecamatan Jorong;

Kecamatan Bajuin;

Kecamatan Kintap;

Kecamatan Bumi Makmur;

Kecamatan Kurau;

. Kecamatan Tambang Ulang;

Kecamatan Panyipatan; dan
Kelurahan.

Nomenklatur jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA Ditetapkan di Pelaihari
%%%%g?ﬁ%%gggg pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI TANAH LAUT,

ALFIRIAL, S#, MH Ttd
NIP. 19750203 199903 2 008

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd
H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 266



